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Abstrak: Hukum merupakan suatu kesatuan yang dibentuk guna mengatur segala sesuatu yang terjadi di masyarakat.
Hukum internasional memiliki 2 jenis asas yaitu; Asas Lex Loci Contractus dan Asas Lex Loci Causae. Metode penulisan
normatif dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka serta bahan bacaan dari sumber terkait masalah yang dikaji. Kasus
IPB dan Amerika yaitu mengenai pengiriman 800 ekor kera yang dimana salah satu ekor kera lepas dan mengalami stres
pasca melahirkan, akhirnya dokter IPB melakukan penyuntikan mati terhadap anak kera dan melumpuhkan induknya.
Karena kejadian tersebut, Amerika melakukan gugatan terhadap Indonesia mengenai prestasi berupa berkurangnya 800
ekor kera. Penerapan Asas Lex Loci Contractus dan Lex Causae tentunya sudah efektif, karena terbukti bahwa saat proses
perkara diadakan, hukum yang digunakan sudah memenuhi Teori Kepastian Hukum, dimana hukum Indonesia
digunakan sesuai dengan penerapan asas dalam perjanjian yang ada antara IPB dan Amerika.
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and America, namely regarding the delivery of 800 monkeys one of the monkeys’ tail

fell off and experienced postnatal stress, Finally, IPB doctors euthanized the baby

monkey and paralyze the mother. Because of this incident, America filed a lawsuit
against Indonesia regarding achievements in the form of reduction of 800 monkeys.

Application of the Lex Loci Contractus Principle and Lex Causae is certainly effective,
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Pendahuluan

Terbentuknya aturan-aturan hukum yang berlaku terutama di Indonesia,
merupakan aspek utama yang menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan
Hukum. Dari hal tersebut ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945,
yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum sendiri adalah suatu
kesatuan yang dibentuk guna mengatur segala sesuatu yang terjadi di masyarakat
(Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, n.d.). Dengan lahirnya hukum ditengah-
tengah masyarakat tentunya mendorong individu untuk menaati aturan tersebut agar
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terciptanya efektivitas hukum guna tercapainya kepastian hukum. Hukum tentunya tidak
hanya mengatur mengenai sesuatu yang sedang terjadi di dalam suatu negara, namun
mengatur segala sesuatu yang ada di luar negara juga (Latipulhayat, 2021). Hukum pada
awalnya terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu Hukum Nasional dan yang kedua Hukum
Internasional. Hukum Nasional membahas dan mengatur mengenai hubungan individu
antara individu lainnya, sedangkan Hukum Internasional sendiri membahas dan mengatur
tentang hubungan antara Negara satu dengan Negara yang lain (Hardjowahono, 2000).

Dalam Hukum Internasional, norma-norma atau aturan-aturan yang ada berasal
dari perjanjian Internasional, perjanjian Internasional ini merupakan suatu sumber hukum
internasional dimana hal ini telah diketahui dan ditetapkan oleh masyarakat dunia
internasional, sehingga perjanjian Internasional dimasukkan menjadi suatu sumber dan
landasan hukum internasional yang tertuang dalam Pasal UUD 1945 Pasal 38 Ayat (1) yang
berasal dari Piagam Mahkamah Internasional (Buku ke-8, n.d.; Gautama, 1998). Yang dimana
hal tersebut juga memuat Asas Pacta Sun Servanda dimana asas ini menjelaskan mengenai
perjanjian yang ditulis oleh pihak yang saling mengikat serta harus ditaati.

Dalam perjanjian Internasional juga terdapat 2 asas yang cukup menonjol dalam
perjanjian Internasional yang pertama yaitu Asas Lex Loci Contractus dan yang kedua Asas
Lex Loci Causae. Dalam Asas Lex Loci Contractus, memiliki makna, jika dalam suatu kontrak
resmi hukum dan di tempat itu dibuat, ia berarti “diciptakan dan dilahirkan”. Sedangkan
dalam Asas Lex Loci Causae, seringkali di Hukum Perdata Internasional dipergunakan asas
tersebut yang diartikan sebagai tempat dimana perjanjian dilaksanakan (Malik, 2020;
Prodjodikoro, 1979).

Dengan terciptanya asas tersebut, maka permasalahan permasalahan terkait
perjanjian internasional, akan memiliki jalan keluar. Seperti perkara yang cukup menarik
dalam kacamata hukum, mengenai perkara IPB dan Amerika terkait sejumlah pengiriman
800 Ekor kera (FJP Law Office “Sekilas Penjelasan Terkait Hukum Perjanjian Internasional, n.d.). Dimana saat
dalam perjalanan menuju Amerika, tepatnya di Swiss, 2 ekor kera dilumpuhkan sehingga
terjadinya wanprestasi IPB terhadap Amerika serta dilayangkannya tuntutan oleh Lawyer
Amerika terhadap IPB. Sehingga perkara tersebut berlanjut hingga proses pengadilan yang
diadakan di Pengadilan Bogor (tempat tergugat tinggal) (Lukas, n.d.).

Metode

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian
hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka serta bahan bacaan
yang ada dari sumber sumber terkait dengan masalah yang dikaji (Nasution, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Hukum Perdata Internasional

Pada hakikatnya, setiap negara memiliki suatu hukum yang mengatur segala
tindakan di tengah-tengah masyarakat, masing-masing sebagai suatu keselamatan
masyarakat tersebut. Beberapa dari hukum ini adalah hukum perdata dimana mengatur
keterkaitan hukum antara berbagai orang-orang maupun perseorangan. Titik berat berada
dalam kepentingan perseorangan (Firdaus, n.d.). Pertambahan dengan Kkata
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“Internasional” sehingga membentuk suatu rangkaian kata, hukum perdata internasional,
serta dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan (Mazalah Makalah “Kasus Hukum
Perdata Internasional Tentang Kasus IPB Vs Amerika, n.d.).

Dalam hal tersebut, terdapat istilah hukum Internasional, menurut pendapat John
Austin bahwasannhya hukum Internasional bukanlah hukum yang sebenarnya karena
tidak mengandung elemen utama dari hukum dan sanksi, hukum internasional dianggap
sebagai hukum yang semua (figurative law). Namun sama hal nya dengan hukum pada
umumnya, hukum internasional dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hukum
pidana internasional dan yang kedua hukum perdata internasional, dalam penulisan
penelitian kali ini, penulis berusaha menekankan pada pengertian dan asas-asas perjanjian
mengenai Hukum Perdata Internasional (HPI). Karena dalam penelitian kali ini, HPI
merupakan aspek utama dalam perkara IPB vs Amerika (Pradnya, n.d.).

Menurut doktrin dari (Kusumaatmadja, n.d.), Hukum Perdata Internasional
merupakan satu-kesatuan maupun keseluruhan asas dalam hukum yang menetapkan
hubungan antara hukum keperdataan dengan pemeran hukum dimana masing-masing
pemeran tunduk dalam hukum perdata (Nasional) yang berbeda”. Tentunya, hukum
perdata Internasional juga memiliki berbagai sumber, yaitu:

1. Traktat (Perjanjian);
Undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.);
Asas hukum umum;
Hukum Kebiasaan;
Yurisprudensi Nasional maupun Internasional
Doktrin Hukum (Ajaran Hukum Umum).
Dalam hukum yang tercantum dalam perdata Internasional juga memuat hukum
perjanjian Internasional yang dimana hukum tersebut mengikat negara-negara yang
tergabung dalam perjanjian tersebut dan tentunya menimbulkan hak dan kewajiban
antara negara-negara tersebut (Rina, n.d.). Hukum perjanjian internasional didefinisikan
secara jelas pada Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina, yang mengatur
bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan
antar negara-negara dalam bentuk tertulis dan juga diatur dalam hukum internasional,
baik hal tersebut yang merupakan suatu instrumen tunggal maupun dua atau lebih
instrumen yang berketerkaitan satu sama lain tanpa memandang apapun di dalamnya
(Arato, 2019; Ismail, n.d.). Sehingga hak dan kewajiban dalam perjanjian atau persetujuan
internasional harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh negara-negara yang tergabung di
dalamnya.

SN N

Masalah IPB Vs Amerika

Perkara Internasional merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, perkara
internasional biasanya terjadi karena adanya ketersinggungan aturan negara satu sama
lain, maupun tertinggalnya hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian diantara
negara tersebut. Seperti hal nya seperti kasus yang cukup menarik kacamata hukum, yaitu
kasus IPB vs Amerika mengenai pengiriman 800 ekor kera oleh IPB terhadap Amerika
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(Sullivan, 2018). Menyusutnya populasi kera di Amerika, menjadikan tantangan baru bagi
peneliti maupun ilmuwan di amerika dalam menangkap kera guna di teliti. Karena
setidaknya ada sekitar 7.000 ekor kera yang diteliti setiap tahunnya. Karena kesulitan
untuk mendapatkan kera, pihak Amerika memutuskan untuk membeli 800 ekor kera dari
IPB yang bertujuan untuk dikembangbiakkan dan di teliti, yang dimana harga per ekor
nya 80 juta rupiah yang dimana nantinya, hanya diambil anakannya saja, dan babonnya
dikembalikan ke Amerika (Mills, 2018).

IPB menyetujui hal tersebut, dan mengirimkan 800 ekor kera ke Amerika. Namun
saat dalam perjalanan menuju Amerika, tepatnya di Swiss, pesawat terpaksa dihentikan
karena terdapat salah seekor monyet yang lepas dan stress pasca melahirkan, karena
dikhawatirkan akan menyebabkan stress pada monyet lain, maka dokter IPB memutuskan
untuk melumpuhkan monyet tersebut (Hartley, 2019; Karavias, 2018). Dan dengan adanya
pertimbangan lain terhadap anak monyet yang baru saja lahir, dokter dari IPB
menyuntikkan suntik mati pada anak monyet tersebut dikarenakan rasa prihatin. Karena
pada umumnya, seekor anak binatang yang baru saja lahir, membutuhkan induk
setidaknya 2-3 bulan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Dalam kasus tersebut, Lawyer Amerika melayangkan tuntutan terhadap IPB
berupa perlindungan terhadap satwa serta tidak sempurna nya prestasi yang dilakukan
oleh IPB. Di Amerika, kera merupakan satwa yang dilindungi, sedangkan di Indonesia
tidak lebih dari seekor hama (Nukusheva, 2020). Serta tidak terpenuhinya prestasi yang
dilakukan IPB berupa berkurangnya seekor anak kera yang akan dikirimkan.

Dalam kasus ini, terdapat titik temu mengenai masalah utamayang terjadi antara
IPB dan Amerika, yaitu:

1. Penyusutan populasi kera di Amerika, yang menyebabkan terhambatnya penelitian
karena sulitnya menangkap maupun mencari kera di Amerika.

2. Terjadinya transaksi 800 ekor kera antara IPB dan Amerika, yang dimana harga per
ekor nya 80 juta rupiah.

3. Amerika hanya akan mengambil anaknya dan mengembalikan babonnya, karena
anaknya akan dikembangbiakkan.

4. Saat pesawat berada di Swiss, salah seekor kera lepas dan stress pasca melahirkan,
dan dilumpuhkan oleh dokter IPB dan anaknya juga.

5. Amerika memnuntut Indonesia atas Perbuatan Melawan Hukum dan tidak
terpenuhinya prestasi secara sempurna.

Dalam kasus ini yang merupakan kasus Hukum Perdata Internasional
dikarekanakan ada unsur-unsur asing di dalamnya, dalam kasus HP]I, terdapat titik taut
(Mora, 2018). Titik taut di dalam Hukum Perdata Internasional dapat diartikan sebagai
suatu kebenaran di dalam perkara HPI, yang dimana hal tersebut memberikan sebuah
ikatan diantara perkara tersebut dengan perkara tempat kejadian (Guillaume, 2019).
Dikarenakan hal tersebut menciptakan relefansi antara satu perkara dengan yang
bersangkutan dimana terdapat berlakunya sistem maupun aturan hukum yang berlaku
ditempat tersebut.
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Dalam kasus ini terdapat 2 titik taut, yaitu titik taut primer dan yang kedua titik
taut sekunder. Untuk mengetahui sebuah perkara adalah perkara HPI atau bukan yaitu
dengan menggunakan titik taut primer (Mevorach, 2020). Titik taut primer adalah unsur
yang menunjukkan suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa HPI, dan dapat
diketahui pula jika itu bukan suatu peristiwa intern nasional. Maka dari itu, titik taut
primer merupakan suatu titik taut yang akan memberikan informasi mengenai cara
membedakan HPI dari peristiwa intern (bukan perkara HPI). Dikarenakan hal tersebut
maka titik taut primer juga dapat disebut sebagai titik taut pembeda. Dalam permasalahan
ini, titik taut primernya adalah kewarganegaraan dari para pihak. Dan seorang pihak
penggugat adalah lawyer berkewarganegaraan Amerika Serikat dan pihak yang tergugat
yaitu dokter hewan IPB yang berkewarganegaraan Indonesia (van Wichelen, 2019).

Jika dalam titik taut sekunder yang disebut sebagai faktor-faktor atau suatu
keadaan yang dapat menentukan berlakunya suatu sistem dalam hukum tertentu. Hal
tersebut dapat kita lihat dari asas-asas yang terdapat dalam perjanjian internasional,
sehingga kita dapat menentukan titik taut sekundernya. Berdasarkan titik taut
sekundernya maka, dapat kita tentukan berdasarkan:

1. Asas Lex Loci Contractus (Tempat dilakukannya perbuatan hukum atau perjanjian)
Tempat dilakukannya perjanjian yaitu di Indonesia, sehingga hukum yang dapat
digunakan adalah hukum Indonesia.

2. Asas Lex Loci Solutionis (Tempat dilaksanakannya perjanjian).

Tempat dilaksanakannya perjanjian, di Amerika Serikat, karena berdasarkan

perjanjian tersebut, bayi kera harus dilahirkan di Amerika Serikat.

3. Asas Lex Loci Commisie/Delicti (Tempat perbuatan melanggar hukum di lakukan)
Tempat terjadinya pelanggaran mengenai suntik mati yang di lakukan dokter IPB
terhadap anak monyet dilakukan di Swiss.

4. 4. Lex Causae
Berdasarkan lex causae, maka hukum yang dapat diterapkan adalah hukum
Indonesia dimana hukum tersebut yang harus melakukan suatu prestasi paling
berpower dan dominan adalah Indonesia yang diwakili IPB sebagai salah satu
penjual kera karena IPB yang harus menjaga dan merawat dengan baik dan benar
untuk diserahkan kepada Amerika Serikat (Pérez, 2018).

Asas-Asas Perjanjian Internasional Yang Digunakan Dalam Kasus Perkara Ipb Vs
Amerika
Dalam perjanjian Internasional, terdapat asas yang berfungsi sebagai penentu
hukum mana yang akan digunakan apabila sewaktu-waktu terjadi perkara. Dalam
perkara IPB vs Amerika, terdapat 2 asas utama yang digunakan dalam mementukan
hukum mana yang akan digunakan saat proses penyelesaian perkara, yaitu Asas Lex Loci
Contractus dan Lex Causae.
Dalam penerapan ini, pertama-tama sesuai dengan Asas Lex Loci Contractus yang
bermakna hukum yang akan digunakan ialah hukum Indonesia karena pelaksanaan
perjanjian berada di Indonesia sehingga hukum yang digunakan ialah hukum Indonesia.
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Selain itu, terdapat Lex Causae dimana sesuai dengan peran yang paling menonjol dalam
perjanjian, pihak yang paling menonjol ialah Indonesia yaitu IPB, maka dari itu hukum
yang digunakan ialah hukum Indonesia sebagai penjual kera dan sebagai yang harus
merawat kera-kera tersebut sebelum dikirimkan kepada Amerika.

Penerapan Asas Lex Loci Contractus

Asas Lex Loci Contractus yang berarti sesuatu kontak yang ditetapkan oleh hukum
di mana tempat itu dibuat, di mana ia “diciptakan, dilahirkan”. Dalam pandangan kuno
ini, maka seolah-olah hukum dimana kontrak ini “diresmikan” memang sudah
seharusnya dan logis harus menentukannya pula (Ruiz, 2019). Salah satu sebab utama
alasan banyaknya negara mempergunakan Asas Lex Loci Contractus karena pengaruh
daripada diterimanya secara umum bahwa bentuk formal dari kontrak memang diatur
oleh Lex Loci Contractus. Dalam hal ini, karena sesuai dengan Asas Lex Loci Contractus,
tempat diadakannya di Indonesia, maka ketika perkara terjadi maka hukum yang
digunakan untuk mengadili perkara ialah hukum Indonesia. Jadi ketika Amerika
melayangkan gugatan terhadap Indonesia, maka hukum Indonesia akan digunakan
selama berjalannya proses acara di Pengadilan tempat tergugat (IPB) tinggal.

Penerapan Lex Causae

Dalam perkara ini, adanya Lex Causae berperan sebagai asas yang dimaksudkan
pihak mana yang paling menonjol dalam perjanjian tersebut, maka sesuai ketentuan,
hukum yang digunakan adalah hukum dari negara yang paling menonjol, yaitu Indonesia.
Dalam hal ini, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk merawat anak kera tersebut dan
berkewajiban untuk mengirim anak anak kera tersebut ke Amerika. Serta pelaksanaan
perjanjian di lakukan di Indonesia, maka berdasarkan 2 hal tersebut, maka hukum
Indonesia akan digunakan selama proses penyelesaian perkara. Penerapan Lex Causae
sangat menentukan hukum yang akan digunakan ketika proses persidangan berlangsung.

Kasus Utama Dan Penyelesaian Perkara

Transaksi yang dilakukan antara IPB dan Amerika, berupa pengiriman 800 ekor
kera ke amerika yang bertujuan digunakan untuk bahan penelitian serta
pengembangbiakkan kera tersebut, dari 800 ekor kera, yang akan diambil ialah anaknya
dan induknya akan dikembalikan ke Indonesia (Lukianov, 2021). Namun, sayangnya
sebelum sempat sampai di Amerika, pesawat terpaksa di hentikan di Swiss karena salah
seekor kera lepas dan mengalami stress pasca melahirkan. Karena khawatir kera lain
mengalami stress juga, dokter IPB melumpuhkan kera tersebut serta menyuntik mati anak
nya yang baru saja lahir.

Karena kejadian tersebut, lawyer Amerika melayangkan gugatan terhadap IPB
karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter IPB ketika menyuntik mati
anak kera yang baru saja lahir dan melumpuhkan induk-nya, dan juga
ketidaksempurnaan saat melakukan prestasi berupa kurangnya kera dari 800 ekor sesuai
awal perjanjian.
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Sesuai dengan asas yang ada, maka ada 2 asas utama yang diterapkan dalam
perkara IPB vs Amerika dalam perbuatan melawan hukum dan tidak terpenuhinya
prestasi, yaitu:

1. Asas Lex Loci Contractus
Jadi, hukum yang dilaksanakan ialah hukum Indonesia, karena pelaksanaan
perjanjian berada di Indonesia.

2. Lex Causae

Jadi, hukum yang akan diterapkan ialah hukum Indonesia, karena Indonesia

merupakan pihak yang paling menonjol dalam perjanjian tersebut.

Dalam kasus ini, IPB mengalami Overmacht (keadaan terpaksa) sehingga, harus
melumpuhkan Induk kera dan menyuntik mati anak kera tersebut karena rasa
pertimbangan kasihan terhadap anak kera yang kehilangan induknya, namun sayangnya
hal tersebut menjadikan IPB tidak melakukan prestasi dengan sempurna. Setelah hal
tersebut, perkara di adili ditempat tinggal tergugat (IPB) yaitu di Bogor, Indonesia.

Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan oleh penulis berdasarkan pada
identifikasi masalah, yaitu:

1. Penerapan Asas Lex Loci Contractus dan Lex Causae tentunya sudah efektif, karena
terbukti bahwa saat proses perkara diadakan, hukum yang digunakan sudah
memenuhi Teori Kepastian Hukum, dimana hukum Indonesia digunakan sesuai
dengan penerapan asas dalam perjanjian yang ada antara IPB dan Amerika.

2. Tuntutan yang dilayangkan oleh Amerika terhadap Indonesia, yaitu sebagai
berikut:

a. Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena dokter IPB melakukan
penyuntikkan mati terhadap anak kera karena rasa prihatin, dan
melumpuhkan induk kera dalam upaya mencegah penularan stress terhadap
kera lain.

b. Melakukan wanprestasi, pada perjanjian transaksi IPB dan Amerika, 800 ekor
kera akan dikirimkan ke Amerika. Namun pihak IPB menyuntik mati anak kera
dan melumpuhkan induknya dalam overmacht (keadaan terpaksa), sehingga
kera yang dikirimkan tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, yaitu kurang
dari 800 ekor kera yang seharusnya.

3. Upaya hukum terhadap gugatan yang Amerika layangkan ke IPB berupa Indonesia
yang melakukan Perbuatan Melawah Hukum karena menyuntik mati anak kera,
dan melumpuhkan induk kera harus dipertimbangkan. Pada dasarnya, di
Indonesia, kera tidak lebih dari seekor hama yang populasinya sangat banyak,
meski di Amerika populasi kera sedang menyusut. Namun, dokter IPB menyuntik
mati anak kera dan melumpuhkan induknya bukan karena kera sebagai hama,
namun karena pertimbangan yang perlu di perhatikan. Yaitu, dokter IPB
menyuntik mati anak kera karena rasa prihatin terhadap anak kera tersebut yang
baru saja kehilangan induknya. Karena pada umumnya, seekor anak binatang
perlu 2-3 bulan ditemani induknya. Sedangkan melumpuhkan induk kera.
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Dikarekanakan rasa khawatir terhadap terjadinya stress pada kera lain karena
menular. Perbuatan tersebut bukanlah melawan hukum melainkan overmacht,
dimana itu merupakan keadaan terpaksa yang memiliki pertimbangan secara
matang. Overmacht sendiri diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindak
pidana karena pengaruh daya paksa, dan tidak dapat dipidana.

4. Hukum yang digunakan dalam kelangsungan perkara antara IPB dan Amerika,
ialah hukum Indonesia, hal tersebut jelas karena tempat dilaksanakannya
perjanjian di Indonesia (Lex Loci Contractus), dan Indonesia sangat berperan besar
atau menonjol dalam perjanjian tersebut, terbukti dengan Indonesia yang harus
merawat kera-kera tersebut sebelum di kirim ke Amerika, dan Indonesia bertugas
untuk mengirim kera-kera tersebut ke Amerika. Maka dari situ dapat disimpulkan,
hukum Indonesia akan dipergunakan saat pelaksanaan proses perkara.
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